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NOMOR s 3 TAHUN 2000 SERT B NOMOR 3 2

]

_——mS=

PERATURAN DAERAH PROPINSTI DAERAH TINGKAT T JAMBI
NOMOR ¢ 7 TAHUN 1999
TENTANG

RETRTBUST TZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT T JAMBT

Menimbang 1t a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis=-jenis Ret~
ribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat
IT, maka Retribusi Izin Trayek merupakan
Jenis Retribusi Daerah Tingkat T 3}

be bahwa untuk mémungut Retribusi sebagaimaﬁa
dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan
Peraturan Daerah,

Mengingat ¢ 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
: Penetapan Undang=undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -
daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957
Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Tahun 1958 Nomor 112). '

20 Undang...uu
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Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia
Urusan Piutang Hegara (Lembaran Negara Tahun 1960 No-
mor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) 3

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No
mor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) 3

Undang=undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pokok=pokok
Pemerintahan Daerah (Lembnran Negara Tahun 1999 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) 3

Undang=undang Nomor 8 Tnhun 1981 tentang Hukum Acara
Pidnna (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lombﬂran Negara Nomor 3209) $

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) %

Undang=undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Leémbaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negarg Homor 3685) H

Undang=undang Homor 28 Tahun: 1997 tentang Kepolisian
Negara {(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan
Lenbaran Negara Nomor 3710) 3

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelak
sanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Huloum
Acara Pidana (Lombaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tam=
bahan Lembaran Negara Nomor 3258),;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penye
rahan Sebagian Urusan Pemerintah ‘dalam Bidang Lalu Lin

tas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat T

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkut
an Jalan (Lenbaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambah -
an Lembaran Negara Nomor 3527) H

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retri-
busi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tam -
bahan Lembaran Negara Nomor 3692) 3 ‘

13. Keputu’san...‘“.‘. |




13

14,

154

16,

17

18,

19

204

2Lle

22

-,

Keputugan Pregiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik
Penyugunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerine
tah dan Ranenngan Keputusan Presiden.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 1986
tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil
DI Lingkunpgan Pemerintah Daerah Jjo Keputusan Mentert
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pega
wal Negord Sipil di Lingkungan Pemerintah Daersh 3

Kop'busan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993

tontang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan

Kendapaan Umum Jo Keputusan Menters Perhubungan Nomor
KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Surat Keputus-
an Mantort Porhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang
Penyelengearnan Angkutan Orang di Jalan dengan Kenda=-
raan Umun

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996
tentang Ponycmpurnaan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 66 Thhun 1993 tentang Penyelenggarnan Angkut
an Orang A1 Jnlan dengan Kendaraan Umum,

Koputugan Menters Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Progedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Pajok Dnerah can Retribusi Daerah

Keputugan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedomnn Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerahs

Keputugan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dj Bidang Retrt
busl Dnernh 3

Keputugan Ment-ri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998
tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Dne=
rah Tingknt T dan Daerah Tingkat IT

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1996
tentang Komponen, Penetapan Tarif Retribusi,

Perda Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pemberian Uang Tnsen
tif kl"ﬂ(‘ldﬂ Inr‘:tqnsi yanm ML pplakgqnghq AT e
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Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH
PROPTINST DAERAH TINGKAT T JAMBT
MEMUTUSK AN

Menetapkan s PERATURAN DAERAN PROPINSI DAERAH TINGKAT T JAV
TENTANG RETRTRUST TZIN TRAYEK.

BADB T
KETENTUAN UMUM
Pngal 1

Dalam Peraturan Dperah ini yang dimaksud denga
ae Dneranh adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jam

be Pemerintah Danorah adalah Pemerintah Propins
Daerah Tingkat T Jambi g

ce Kepaln Dacrah ndnlah Gubernur Kepala Dae
Tingkat T Jambi

do Pejabat adalah Popgnwni yang diberi tugas te:
tentu dibldang rotribusi Daerah sesuai deng
peraturan perundnng-undanean Daerah yang be:
ku 3

e DBadan adnlab suatu bentiuk badan usaha vyang 1
liputi persoronn terbntasy perseroan komands
perseronn lninnyn, badan usaha milik Negara
atau Daerah dengnn nrma atau -bentuk apapurn,
sekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Kopers
Yayasan, atau Organisasi vang sejenis lembag
dana Pensgiun bentuk usaha tetap serta benbuk
dan ugaha lainnya 3

Ts Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk
layanan jasa angkutan orang dengan mobil bus
mobil penumpang dan angkutan khusus yang men
nyai asal dan tujuan perjalanan tetap, linta
tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwa
dalam wilayah Daerah .
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Mobil Bug adalah setiap kendaraan bemmotor yang dilengkap:
lobih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak bermasuk tempn
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengknpan pe
nEanglmatan bagasi

Retribund Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegint-
an tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izir
kopnda orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk per
binann, pengaturan,; pengendalian dan bengawasan atas ke
glatan pemanfaatan ruangs penggunaan sumberdaya alam, bnoe
PANEy prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melilr
dung! kepentingan umum dan menjaga kelgstarian lingkungang

Rotribusi Tzin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retri
buel adnlah pembayaran atas pemberian izin kepada orang
pribadi ,tou badan untuk menyediakan pelayanan angkutan pe
nunpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu da=-
lam wilayah Daerah $

WnJib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menu=
il peraturan perundang=undangan retribusi untuk melakukan
panbaynran retribusi 3

Magn Retribusi adalah suatu Jangka waktu tertentu yang mee
FUpnknn batas waktu bagi-Wajib Rebribusi untuk memanfant -
kan 1zin trayek 3

Surat Pomberitahuan obJjek Retribusi Daerahy yang selanjut=
nya dapnt disingkat SPIRD, adalah surat yang digunakan
oleh wnjib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi
wmvmﬁblwmﬁMBisdmgﬁchampathmgm(thWMn-
ynran rotribusi yang terhutang menurut peraturan perundang
undangan retribusi Daerah

surnt Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapnt
disingknt SKRD adalah surat keputusan yang menentukan Do
pormyn jumlah retribusi yang terutang 3

surnt Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surnt ko=
putugan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi
yang telnh ditetapkan

O-‘ Surnteesseees

\
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cerdurat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selan
Jjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karena jumlah kredit retribusi lecbih besar dari pada
retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhu -
tang ;

pe Surat Tagiban Retribusi Daernh, yang selanjutnya dapat
ﬂllﬁﬁ”tkﬂRDgﬂdNLﬂIdehlmtw;Wéﬂﬂmkﬂltﬁgﬂnl
retribusi dan atau sanksi adminicstrasi berupa bunga atau *
dends 3

q¢ Surat Keputusan Keberatin adalah surat keputusan atas ke

beratem terhadap SKRD atnu dokumen 1lain vang dipersama -
kan, SKRDKBI' dan SKRDLE yang diajulan oleh Wajib Retribu ]
si §

v« Pemerikgann adalah serangkainn kegintan untuk mencari,
mengurpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lai-
nya dalanm rangka pengawasan ropatuhan pemenuhan kewa jib-
an retritusi Daerah berdasarian peraturan perundang-
undangan retribusi Dacrah

indnk pidana dibidrng ret:
ir da%nq yang dilakulkan o
selanjutnya dapat di'

L'* mengunpullan bulti yang dengan
g tindak Pidana dibidang retribus; D
va

},J
.J

Jjadi serta menemukan tersangk:

RETRIBUST

NANA, C

ngan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi seba -
pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pri-
1di atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penume-
pANg Umum pa da suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wi
layah Daerah.

Pc’lS:’ll 3iouonoooooooo-ooonanoauoa
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Pasal 3.
Oijek Retrd wad adolah pemberian izin trayek untuk menyedigw!

trayek
wa - ke

Lo engkuton ponur pang umm pada svatuy atau beberage
vorbgntyw lintae antar Dacrah Tingkat 1T Tong seluru

¥

i el am Ulileyah Daersh.

Pasal 4

! 1iala ¥ Vg TR ~ - I~ - - Tria o
ibJak Rglr bued ol lah orans atau badan 7ang m
Tmdin By
B A B ITT
LOLONGAN NETRITUZI
Pasal 5
odtugd  vin Tearck- digolonglean gchagal Aetribusi Perlsoin
Torbanin
BAB IV
AR TUCKAT PENGGUNAAN JisAa
- 7
Pagal 5
Lingkat 1 pulaan Tasa divkur berdasarkaen jumlah izin yang
1 ] 0 i~

diBerLkan dan Jenis anglutan umun DEUPAnNge
BAB V

PRIN. TP DAY SASARAN DALAY DENETARIN
“TRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan $tuuktur dan besap-
nya tar'f retribusi didasarkan pada tujuan untuk menu =
bup sebigian atou sama dengan biaya penyelenggaraan pem
borian zin tra ek.

(2) Binya subngaimaia dimaksud pada ayat (1) meliputi kompo
nen blaya survei lapangan, dan biaya transportasi dalam
rangkn pengendalian dan pengawasan serta biaya pembina=
ANe

BAB VII.O.I!I‘.II.
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BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUST
Pagnl 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdngnrkan jenis angkutan
penumpang umumn dan daya angkut.

~N

2) Struktur dan besarnyn tarif retribusi ditetapkan se-
suai kapasitas tempat duduk, perkendaraan pertahun se
bagai berikut s

de 9 = 15 tempat . duduk Rps 25,000 ;=
be 16 ~ 25 tempat duduk Rpe 40.000,-
Ce 26 tempat duduk ( keatns ) Rpe 504000 4=
BA4B VIT
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasnl O

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Jambi
tempat izin trayek diberikane

BA'B VITI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNY A RETRIBUST
Pasnl 10

Haza Retribusi adalah jangkn waktu yang lamanya 5 (1lima)
ahun_dengan kewajiban pendaftaran ulang setiap 1 (satu)
bahun,

Pagal 11

saat terutangnya retribusi adalah pnda saat diterbitkan—~
nya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakane

Ba BT X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2) SPIRD......
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(U) SPTRD sobagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diimd
ngan Jelag, benar dnn lengkap serta ditanda tanganl ol
Wadib Retribust atau kuasanya.

(%) Bentuk, 1al, serta tata cara pengisian dan penyampaian

SPTRD mobapnimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan al
Kopala Dnerat.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUST
" Pasal 13
(1) Berdagnrkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

aynt (J) ditotapkan retribusi terutang dengan menerbit -
kan 8KRD atau dokumen lain yang dipersamakane

(r) Apnbllay berdnsarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan datn
baru dan ntau data yang semula belum terungkap yang me =

nyebabkan penambahan Jumlah retribusi yang terutang maka
dikelunrkan SKRDKET,

I
L

(%) Bontuk igi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen
Lnin yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oluh K nal a D,"U;‘i,‘,'ihu

BAB X1
TATA CARA PEMUNCUTAN
()

Pagal 14

(l) Pomunpmitan retribusi t4dak dapat diborongkans

(2) Rotribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dékumer
Lladn yang dipersamakan, dan SKRDKRT, -

BAB XIIiT
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16
‘1) Pambaynran Rotribusi yang terutang harus dilunaéi sekall
Elie

.(2) Retribusia;......o.
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Retribusi vang terutang lh]lhuli elﬁmbthlqmqunya 15
(11'mq belas) hari sejak diterbi ﬂanm SKRD atau doku= |
en lain yang dipers 1rnl,n, KR (BT "dan: STRD.

Tata cara pembayaran, ponyetoran, tempat pembayaran
retribusi diatur dengan keputusan Kepal, Daerahso
BADB XIV
TATA CARA PENAGTHAN
l,’m"'..'lll. l '/
Pengeluaran surat L‘purwu/pwrlnbiu‘n/buzat lain yang
S nis sebagal awal tindakan pels a&?aﬂ pcnnélhaa

refribusl dikeluanpkan segora uetolan 7 {(tujuh) hari se
jak Jatuh tempo pembayarane

e ‘ v 1 \ <
Dalam Jangka walktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
tuuurnn/purinrnhnn/nnrnt lonin yang sejenis wajib rebri-
bugi harug melunagl retribusinya yang terutang.

Surat ijﬂn"u1'n4n”$ﬁhnnu\<Hﬁmhsud pada ayat (l) dike = |
luarkan oleh Pejnbat yvang ditunjuke 1

BAB XV

Wajib Retribuai dapabt mangnjukqn keberatan hanya kepads
Kepala Dacrah atau pelabat yang ditunjuk atas SKRD atau
dokumen lain yang diperoanakan, SKRDKBT, dan SKRDLB.

Keberatan diajukan sacara tectulis dalam Bahasa Indong-
sia dengan digertal alasan-nlasan vang Jjelas.

Dalam hal Wadib Retribusi mengajukan kebheratan atas ke-
tetapan retribusi, Wajib R.fl.‘,, busi harus dapat membukti
kan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebute.

Keberatan harus diajukan dalam Jjangka waktu paling lama |
2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dékumen lain yang |
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali |
apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bah- |
wa Jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan |

diluar kekuasaannyae




& I

Reboratan yenpe Lidak momenupi persyaratan sebagaimann
maksud padn ayat (2) wﬂl(ﬁj1ﬁdak(ﬁanggq>sehumi i
PAL Keborntan, sehingga tidak dipertimbangkans

tidak menunda kewajiban membayar rot
naan penagihan retribusi.

Pasal 19
Kapala Dnocnh dalam jangka waktu aling lamg 6 ’enqm‘ hu
s £ x O p p i) 2] \ j
LA godnk cnnpeal surat keberatan diterima harus memberd
Bapltilgan ntas surat ke ytan yang diajukane

Keput san Kopa) 2 Daerah atas keberatan dapat berupa mene
Pl alurabnya atau sebagian menolak, atau menambah be=

;
U

g \j a ] Pt 1y i e A e a

BRIMYH rotribusi yang terutang.

Apablia Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
> . . % : .

telah lovat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu kee

putuenn, F;Lerntnn vang diajukan tersebut dianggap dika-

llenn e

BAB XVI
PENGEMBALTAN KELEBTHAN PEMBAYARAN

Pasal ~ 20

Alauw kclebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dae
at menga jukan permohonan pengembalian kepada Kepala Dao
|"v|\.
K opnd gka waktu paling lama 6 (ennm) b
LAN ¢ mohonan kelebihan pembayaran
' 74

re el bu maksud pada ayat \1)9 harus mofie=
bordlen keputusan.
Apablly Jangka wakbu sebagaimana dimaksud pada ayat (ﬂ)

telah (Jlampaul dan Kepala Daerah tidak memberikan sustu
Keputuian, perrmohonan pengembalian Relebihan retribugd
dlangep dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
JanEkn waktu pnling lama satu (1) bulan.

@4) Apﬂbilz’]y.u TEEE
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(L) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lain-

(1)

SN

N
o

-’

=

i
‘riman pos te

- dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan

nyas kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimgk -
sud pada ayat satu (l) langsung diperhitungkan untuk me
lunasi terlebih dshulu utang retribusi tersebut,

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pa=
ling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLE.,

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi di-
lakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepa-
12 Daerah memberikan imbalan bunga sebesnr 2% (dua per—
sen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
retribusi, :

Pasal 21
Permohonan pengembaliari™kelebihan pembayaran retribusi
diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan se
kurang=kurangnva menyebutkan s

As Nama dan alamat Wajib Retribusi § <
be Masa retribusi g

Ce Besarnya kelebihan pembayaran 3

do Alasan yang singkat dan Jelase

Permohonan pengembalian peibayaran retribusi disampai-
kan secara langsung atau melalud pos tercatat,

<X

Bukti pene leh Peiabat Dacrah atau bukti pengi-

rcata

m
erima oleh Kgpala Daecrah.

Apabila kelebihan pembayaran retribus itungka
dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud
dengan
Cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan jusa ber

laku sebagai bukti penbayarane

BAB XVII'.B..‘.



(1)
(2)

(4)

(1)

(2)
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BAB ZvIT

PENGURANGAN, KERTNGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRTBUST

Pasal 23

Kepala Daersh dapat memberikan pengurangany keringanan
dan pembebagan Retribusi,

Pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) aiberikan dengan memperhatikan ke
Mampuan Wa jib Retribusi, antara lain, untuk mengamhgenir,

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi dalam rang
ka pengangkutan khusus korban bencana alam atau kerusuh
alle

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retri-
busi di tetapkan oleh Kepala Daerah,

BAB XviTr
KEDAIUVARSA PENAGTHAN
Pasal 24

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kKedaluwarsa

setelah melanpaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak gaat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindakan pidang dibidang retribusi.

Kedaluwarsa enagihan retribuss sebagaimana dimaksud
pada ayat (l§ tertangguh apabils s

ae diterbitkan Surat Teguran s atau _
be ada pengakuan utang retribusi darg Wajib Retribusi

baik langsung maupun tidak langsung,

BAB XIX .
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

(l) Wajib.’. . o'o{;



(1)

(2)

P

(2)

N
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Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiba nnya
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana ku
rungan paling lama 4 (empat) kali jumlah retrlbuSL
terutang.

Tindak puknamﬂgde&mdgmaaym(l)a&ﬂklpe
langgarar

: BADB Xi
PENY D KAN
Pasal 206

Pejabat Pegawai Negeri Sipitl tcruvntu di lingkungan

Pemerintah Daperah diberikan wewcinang khusus sebagad

Penyidik untuk melakukan peayidiin tindak pidana di
bidang retribusi Dacrah,

Wewenang Penyidik gebagiimena dirmaksud pada ayat 11)
adalah o )

ae Menerima, mercariy, mengonpulkan dan meneliti keto
rangan avau laporan berbenaan dengan tindak pida- |
na di bidang retribusd Daerah agar keterangan |
atau laporan tersebul menjadi lengkap dan jelas.

b: Meneliti, mencar! dan mengumpulkan keterangan ime-
ngenai orang pribadi atin badan tentang kebenaran |
pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi Dmp‘uh 5

ce Meminta keterangan den bahan bukti dari orang pri

£

badi atau badan sehubungan dengan tindak nidana “

di bidang retribusi Drnerah 3

de Memeriksa buku~buku, catatan-catatan dan dokumen~-
dokumen lain berkenann dengan tindak pidana di
bidang retribusi Daerah

eo Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen=-dokumen
lain, serta melakukan penyitqnn terhadap bahan buk
ti tersebut g

f.. Memin‘ba'.". se0cec0ess
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fo Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas pmyidiknn tindak pidana di bidang retribusi Dae~
1,
rah § ;

g Menyuzah berhanti alan melarang sesecrang meninggalkan
ruarigan atau tempat pada saat pemerigsaan gedang.ber -
langsune dan memeriksa identitas orang atau dolumen

yang dibtawn gcbrpninana dimaksud padn hamaf e §

ne Memotret saseorany, vang berkaitan dengan 1indak pidana
rotrilnal Dnovalh

1

ie Memans 211 orany untuk didergar keterangannya dan dipe -
riksn sehapnl Lorsangka atau saksi

jo Menchoabikan ponyidikan g

ananwﬁthmm]ﬁ¢mndﬁﬁ&mgrémﬂmﬂ&h@mhm@
nurut bukam yang dapat dipertangging Jawavkane

ka Melek i Bindakan lain yang perlu untuk kelancaran pe—

1) menberitahukan
dimulainya ponyldikon dan menyampaikan hasil penyiaikannya
dan menyampalkean Poasil penyidikarnya K
sesual duigan kotantuan yans diatur aa
mor 8 Tahn 19681 L ntyns Hukum Aeara P

4

Fenyidilk sobagniinna dimnksud pada ayat (
a

egpada Penuntut Umum,
iain Undnng=tadang No
i dana o

8AB XTI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan beriakinyn Poracuran Daerah ini ketentuan yong telah
2dn sebagail pelakaanaan Pernturnn Dasrah Fropinsi Drernh Ting-
kat T Jambi Nomor 9 Tahun 1994 tentang Jasa Lalu Lintas dan
Angkutan Jnlar serta Peraturan Daerah Perubahannyn dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

‘Hal~-hal yang lLelum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, se
panjang mengerai pelaksannannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah:

Pasal '29;-....-




Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang
kan. . »

A Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
' pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daersh Tingkat I Jambi,

Ditetapkan di s Jamb 3
Pada tanggal 3 30 Juls 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINST DAERAH TINGKAT I JAMBI TINGKAT I JAMBT

KETUA,
dto dto
Ho MOCHAMAD CHAERUN Drs. H. ABDURRAHVMAN SAYOETT.




w

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesin
Nomore 974.25 - 1017 tanggal 16 September 1999

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daersh
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

d + o
Dvse "EA 8 ARy A’

Diundangkan di Jambi ‘
Pada tanggal 17 Pebruari 2000

Sekretaris Daeréh Propinsi Jambi
dto j
DI‘S. Ho Syﬂmsu Am(lrlo Sy, Ao M~ﬁSi

Pembina Utama Madya
NIP. ‘010056334
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PENJELASAN

PERATURAN DAFRAH PROPINST DAERAH TINGKAT T JAMBT
; NOMOR s 7 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUST TIZIN TRAYEK

Te Penjelasan Umum

Bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Rgtribusi Daerah yang ditindak
lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997
tentang Retribusi Daerahy mnka Retribusi Tzin Trayek magih
Merupakan Jjenis retribusi yang menjadi kewenangan Pemerin-
tah Daerah Tingkat TI. %
Oleh karena itu perlu mendapat pengaturan kembali dengan

 suatu Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah
Tingkat I Jambi Nomor 9 Tahun 1994 tentang Jasa Lalu Lin -
tas dan Angkutan Jalan sertn Peraturan Daerah perubshannya
dinyatakan dicabut ‘dan tidak berlaku lagi karenas tidak se-
" sual YTagie N

Pengaturan kembali Retribusi Izin Trayek dengan Pera-
turan Dapcrah disatu sisi sebngni pemberian dasar hukum
bagi pelaksanann remmgutan ntas objek retribusi dimaksud
dalam rangka menun Jang kelancaran penyelenggaraan pemerik-
tahan, pelaksansan pembangunan dan pelayanan kemasvarakat-
An, disisi lain dalam rengkq peningkatan pengaturan jalupe
Jalur jalan dan angkutan darat demi tercapainya ketertiban .
dan keselamatan lalu lintas di Jalan umum,

TePenjelasan pasal demi pasal

Pasal 1 ¢ Cukup jelasg
Pasal 2 s/d 6 ¢ Cukup jelas

Pagnl 7 e olee



A

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

7

8 s/d 9

10

11 /4 14

15 s/d 29

L 1]

(1]

- P -

Besarnya pungutan retribusi izin trayek
berdasarkan jumlah saat (tempat duduk)
kendaraan dengan penetapan untuk menu -
tupi sebagian atau sama dengan biaya pe
nyelenggaraan pemberian izin berupa $

- Biaya survey lapangan

~ Biaya transportasi dalam rangka pengen
_dalian dan pengawasan

- Biaya pembinaan

Cukup Jjelas

Izin trayek dan kartu pengawasan berlaku
selama 5 (1lima) tahun, retribusi dipungut
dengan masa 1 tahun dengan kewajiban pen
daftaran ulang setiap tahun.

Cukup Jjelas

Cukup jelas



